BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2010 Kementerian Keuangan. Pengelolaan Rekening.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PMK.05/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ketentuan mengena pengelolaan rekening milik
kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.05/2007;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan rekening pada satuan
kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetagpkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007
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Mengingat

M enetapkan

tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007

tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor

57/PMK.05/2007

tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/K antor/Satuan K erja, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 11 sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.

2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
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Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di  bawah/
di lingkungan Kementerian NegaralLembaga dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mengelola Dana Dekonsentrass dan Tugas
Pembantuan.

Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank
umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang
pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos
yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja
negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
kementerian negarallembaga.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Sentral adalah Bank Indonesia.

Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan
giro sertalayanan pihak ketigalainnya.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instans
di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiens dan produktivitas.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan
Pasal 3B sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasal 3A

(1) Rekening lainnya sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

termasuk rekening lainnya pada BLU terdiri dari:
a. Rekening Pengelolaan Kas BLU;
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

b. Rekening Operasional BLU; dan
c. Rekening Dana Kelolaan.

Rekening Pengelolaan Kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan rekening lainnya pada BLU untuk penempatan idle
cash pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.

Rekening Operasional BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan
untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh
pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada
Bank Umum.

Rekening Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk
menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening
Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bank
Umum, untuk menampung dana antaralain:

a. Danabergulir; dan/atau
b. Danayang belum menjadi hak BLU.
Pasal 3B

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pemimpin BLU dapat membuka rekening lainnya berupa Rekening
Pengelolaan Kas BLU mendahului persetujuan dari Bendahara Umum
Negara.

Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemimpin BLU kepada Bendahara
Umum Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan kepada
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 5A

Daam ha BLU membuka Rekening Pengelolaan Kas BLU
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), Pemimpin BLU wajib
melaporkan pembukaan rekening dimaksud paling lambat 3
(tiga) hari kerja sgak tanggal pembukaan rekening dengan
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